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BUPATI JENEPONTO,

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2015 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 07.b Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;

bahwa dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 maka perlu
adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Jeneponto Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu disusun
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003,
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang  Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor
151);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2012 — 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 224);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 09 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 231);




28. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Musrenbang-RKPD)Kabupaten Jeneponto (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 12);

29. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode Tahun 2014-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta
memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Remncana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode selama Tahun 2014-2018;

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut
dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat Perubahan
RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Perubahan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015.



Pasal 4
(1) Perubahan RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai
berikut :
BABI PENDAHULUAN
BAB I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BABIII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD

BABIV  PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2015 dimaksud pada ayat (1) dimuat
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan

sebagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jeneponto dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto
Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan pvenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

D1tetapkan di : Jeneponto
03 Acustus 26(C
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Diundangkandi : Jeneponto
Pada tangg : 03 ACSTUS 2ots~

Pangka Pembina Utama Muda
Nip. 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR 21



